


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu menjempurnakan tjara permin-
taan dan pelaksanaan bantuan militer,se-
bagaimana telah diatur dalam Keputusan-
keputusan Presiden Republik Indonesia WNo.
175 dan Yo,.213 tahun 1952 dan menjesuai-
kannja dengan tugas Dewan Keamanan sener-
tl tertjantum dalam pasal 14 Undang-undang
t;:tang Pertahanan Negara Republik Indone-
siaj

Mengingat : l. Pasal 14 Undang-undang No.29 tahun 1954 |
(Lembaran Wegara tahun 1954 No.84)
2. Peraturan Pemerintah No.l1l7 tahun 1954
(Lembaran Wegara tahun 1954 No.30)
3. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesiag

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-84 pa-
da tanggal 23 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN

Dengan mentjabut Keputusan-keputusan Presiden Re-
Eublik Indonesia No.l1l75 dan No.213 tahun 1952 menetap-
an:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMINTAAN DAN
PELAKSANAAN BANTUAN MILITER.

Pasal 1,

Jang dimaksud dalam peraturan ini dongan:_

a. Pendjabat Pamong PEE%JQ ialah pendjabat Pamong
Pradja jang tertinggi disunatu daerahs

b. Penguasa Sipil ialah pendjabat Pamong Pradja
Jdang
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Jang berpangkat Gubernur dan Bupati;

Ce ialah Komandan Kesatuan Angka-
erang disuatu tempats
de ialah:

entera & Territorium
) Komandan Daerah Maritiem, -
) Eomandan Komando Anghtn.n Udara,
4) Komandan Militer lain jang ditundjuk oleh
Menteri Pertahanan sebagal Penguasa Militer;

e, Kepala Polisi ialah Kepala Polisi setempat.

Pagal 2.

(1) Penguasa Sipil memegang kekuasaan tertinggi dalam
urusan ketertiban dan keamanan umum didaeralnja.

(2) Penguasa Sipil berhak menggunalkan Polisi Negara da-

lam daerahnja.

Pasal 3,
Bantuan militer dapat diminta d tjara
ditentukan dalam peraturan ini, apabila ata. atau dl.-

pat diperhitungkan, bahwa Polisi Hgn tidnk tjukup kuat
atau tidak dapat bertindnk pada wa dan ditempat jJang
dibutuhkan dengan alasan-alasan jang sah, untuk usaha:

a, mentjegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban
dan keamanan umums

be mendjaga kesclamatan dan keamanan umum apablla terdja-
di bentjana alam atau dapat diduga akan terdjadis

¢e. mendjaga bangunan-bangunan serta lllt-lllt jwt :

penting bagl Negara atau bagi masjarakat, a
bangunan-bangunan

P ttl‘l:l pentju~
rian alat-alat unan itu,.

Pasal fa

i
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Pagal 4,

(1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka jang
berhak meminta bantuan militer untuk daerahnja
ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Pen-
djabat Pamong Pradja lain jang setingkat dengan
Gubernur, setelah dipertimbangkan dengan Koor-
dinasi Kmmn Daerah,

(2) Dengan tidak mengurangl ketehktuan tersebut dalam
ajat (1) diatas, dalam keadaan mgnaksa,jaitu a-
pabila dapat diperhitunghn bahwa bn.n%u.n.n
ter atas permintaan Gubarnnr tidak akan supat
diberikan pada waktu dan ditempat jang dibutuh-
kan, maka Pendjabat Pamong Pradja lain berhak
untuk meminta bantuan militer atas nama Gubernur
Kepala Daerah setelah dipertimbangkan dengan Koor+d
dinasl Keamanan Kabupaten atau, djika tidak ada,
dengan Kepala Polisi,

(3) Pendjabat Pamong Pradja tersebut dalam ajat (2) ¢
diatas wadjib dengan djalan setjepat-tjepatnja
meminta pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah
%a.ng;;:ungh:tm atas permintaan bantuan mili-

er

(4) Gubermur tersebut memberi keputusan atas permin-
taan pengesahan dalam waktu 2 x 24 djam sesudah
menerima permintaan pengesahan itu setelah diper-~

l timbangkan dengan Koor si Keamanan Daarah,. t

(5) Keputusan atas permintaan pengesahan dengan se-
tjepat-tj epatnja disampalkan oleh Gubernur kepa-
da Penguasa Militer, Penguasa Militer selandjut-
nja memberi tahukan dengan setjepat-tjepatnja ke~
putusan itu kepada Komandan Militer jang melaksa~
| nakan bantuan militer, jang selandjutnja bertin-
dak atas perintah dan pinpimn Penguasa Militer,

(6) Apabila permintaan pengesahan itu ditolak oleh

Gubernur, maka bantuan militer itu dihentikan
oleh Inmndan Miltter jang melaksanakannja, se-

-~
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gera setelah diterima keterangan penolakan
itu dari Penguasa Militer.

Pagsal Oe

Jang wadjib memberi bentuan militer ialah Pe=
nguasa Militers

Dalam keadaan memaksa seperti jang dimaksud da-
lam ajat (2) pasal 4, maka tiap~tiap Komandan
Militer wvadjib memberl bantuan militer,

Pasal Ge

Penguasa Militer dapat mengadjukan keberatan-
keberatan kepada Dewan Menteri melalui djalan
hierarchie tentang perlunja bantuan militer jang
telah diberikan itu, dengan memberitahukan hal
itu kepada Penguasa Sipll jang bersangkutan,

Penguasa Sipill mengadjukan pendapatnja kepada De

Dewan Menteri melalul djalan hierarchis dengan

Tiu:bu-i tahukan pendapat itu kepada Penguasa Mi-
are 1

Dewan Menteri, setelah mendengar pertimbangan
Dewan Keamanan,setjepat-tjepatnje memberi ke-
putusan jang mengikat tentang perselisihan pa~=
hem jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) kepa-
da Penguasa Militer dan Penguasa S1i Jang ber-
kepentingan melalui djaian hierar Jang dimak
sud diatas,

Pagel 7o

iﬁg.ntm bantuan militer diadjukan dengan ter=-

Apabila waktunja mendesak, permintaan itu dapat
diadjukan dengan lisan, Dalam hal itu perminta-
an jang tertulis disusulkan selambat-lambatnja
l x 24 djam, sesudah permintaan dengan lisan
itu diadjukan. ’

(3) Dalam permintaan itu harus didjelaskans

l o RC Y, (e -‘
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2, alasan-alasan mengapa bantuan mlliter diminta;
b, daerah dimana bantuan militer dibutuhkanj

{ C. saat bantuan militer harus dimulalj;

| de saat bantuan militer dihentikanj

e, tudjuan jang harus ditjapai dengan bantuan mi-
liter;

fe keterangan-keterangan lain jang berguna untuk
melantjarkan djalannja bantuan militer,

(4) Apabila menurut pendapat Penguasa Sipil,setelah .
mendengar pertimbangan Koordinasl Keamanan Daerah/
Kabupaten, tudjuan bantuan d, maks bantuan militer
dihentikan oleh Penguasa H:L‘I.Itu. _

(5) Apabila tudjuan bantuan militer belum tertjapai
pada saat tersebut dalam ajat (3) sub d, bantuan
militer diperpandjang atas permintaan Penguasa Si-
pll menurut tjara jang dimuat dalam pasal 4.
Penguasa Militer dapat mengadjukan keberatan-kebe-
ratan kepada Dewan Menterl tentang perpandjangan
bantuan militer itu menurut tjara Jang dimuat da=-
lam pasal Ge

Pasal 8,

(1) Penguasa Militer menetapkan matjam serta kelmatan
pasukan jang digunaken untuk bantuan militer dan
menetapkan tjara mendjalankan bantuan militer itu
terutama tentang send jata dan alat-alat jang per-

f lu dipakai dan tjara serta waktu memakainja denga
mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah

(2) Kesatuan-kesatuan dan tenaga-tenaga Polisi liegara
Jang digunakan dalam usaha untuk mentjapai tudju—
an bantuan militer ada dibawah perintah-perintah
taktls dari Komandan Militer jang melaksanakan
bantuan militer, '

£3)
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Didalam hal tersebut dalam ajat (2) harus diper-
hatikan adanja persamaan kepangkatan antara Poli-
si dan Militer menurut peraturan jang berlaku,

Pagal 9.

Didaerah dimana operasi militer dilaksanakan,Ko-

mandan Militer memegang pimpinan dan tanggung dja-
wab atas ketertiban dan keamanan umum,

Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer
menentukan sendirl tindakan-tindakan jang diperlu-
kan untuk mentjapail tudjuan bantuan militer menu-
rut Peraturan Tugas Polisionil Tentera (P.T.P.T.)
dan instruksi jang diberikan oleh Penguasa Militer.

Penguasa Sipil wadjib memberi bantuan kepada Pengu~
asa Militer dalam segala sesuatu jang berguna un-
t‘;‘é nempertjepat tertjapainja tudjuan bantuan mi-
liter.

Pasal 10,

D ika disuatu daerah bantuan militer dilaksanakan,
endjabat Pamong Pradja segera memberi plnu-a.ngnn

u:g‘:: balk-balknja dan selusa-luasnja kepada penduduk

akibat-akibat bantuan militer itu.

Pagal 11,
(Ketentuan peralihan) :
Bantuan Militer jang sedang diselenggarakan menurut

Keputusan~-keputusan Presiden Republik Indonesia No,175
dan No,213 tahun 1952 pada waktu berlakunja Peraturan
Pemerintah ini, d.h.nggxp diselenggarakan memurut Pera- .
turan Pemerintah ini

(P%p)

Peraturan Pemerintah inl mulail berlaku pada hari
JAgar supajias

diundangkan,
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Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja ,me-
_merintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini de-
ngan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indone=
sia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Desember 1954,
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO .

PERDANA MENTERI,
ttd
ALI SASTROAMIDJ0JO,

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
SUNARJO,

MENTERT PERTAHANAN,
ttd
IWA KUSUMASUMANTRI.
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954,
MENTERI KEHAKIMAN, Sesual dengan jang aseli
ttd Sekretaris I Presiden,

DJODY GANDOKUSUMO ttd

Mr ,Ratmoko.

LEMBARAN NEGARA no.l149 TAHUN 1984,
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PENDJIELASAN
PERATURAN PEMERTNTAH No,63 TAHUN 1954
TEHTANG
PERMINTAAN DAN PETAKCANAAN BANTUAN MILITER

I. UM UM,

Tentang bantuan militer terdapat pertama-tama dalam
pasal 36 He ,R, dimana Gubernur dan Hesiden dapat memin-
ta bantuan alat-alat bersendjata, jaitu Angkatan Perang
dan Polisi Negara, untuk mendjaga kearanan didaerahnja.,

Permintaan bantuan militer itu tidak boleh digunakan
untuk seperti jang dimaksud dalam pasal 414 XKUHP,

Adalah kewadjiban bagi alat-alat bersendjata watuk
memenuhi permintaan bantuan jang sah dari instansi-instan
si tersebut diatas. Untuk melaksanalan kewadjiban ini a-
da sangsinja, jaitu Jang tersebut dalam pasal 413 XUHP,

Tentans bantuan militer selandjuinja diatur dalam
"Regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen
burgerlijke en militaire gezaghebbenden" dalam Staatsblad
1927 Koe345.

Regeling itu kemudian ditjabut dan diganti dengan ke-
putusan Presiden 10,175 tahun 1952 tentang Peraturan tja-
ra hubungan dan kerdja sama antara kuasa sipil dan Angka-
tan Perang, jang kemudian dirobah dengan keputusan Presi-
den Io,213 tahun 1952, :

Peratuan Pemerintah ini adalah penjempurnaan keputuse-
an-keputusan Presiden lo,175 dan 215 tahun 1952 didasar-
kan pada pengalaman-pengalaman pralktis Jang diperoleh da=-
lam melaksanakan keputusan-keputusan tersebut.

Berhubung dengan pentingnja materi jang diatur dalam
Peratuwran Pemerintah ini mengingat pasal-pasal dari Un-
dang-undang tersebut diatas (H.I.R. dan K.U.H.P,),maka
Penerintah berpendapat bahwa materi ini harus diatur de-
ngan Peraturan Pemerintah,

Selandjuthja perlu diterangkan, bahwa peraturan ini
tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap komandan militer mn-
tuk mengambil tindakan-tindakan dengan segera,apabila ke-
satuannja diserang atau diantjam keselamatannja.

IT. PASAL DEMI PASATL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini dimuat pendjelasan istilah-istilah

_Jang
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Jjang penting-penting jang dipakai dalam Peraturan Peme-
rintah ini,

Jang dimaksud dengan pendjabat Pamong Pradija jang ter
tinggi disuatu daerah ialah Gubernur, Bupati,
Tjamat didaerah.

Fomandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat,ia-
lah Panglima Tenbtera & Territorium, Komandan Resimen, Ba-
taljon, Kompi, Komando Daerah Maritim, Komandan Komando
Angkatan Udara.

Kepala Polisi setempat, ialah Kepala Polisi Propinsi,
Karesidenan (daerah), Kabupaten dan Wilajah (Detasemen),

Pasal 2.

Ajat (1) Sudah djelas.

Ajat (2) Untulkk kepenbingan

Ajat

an Kepala Polisi jang hierarchisch ada diatasnja.

Pasal 3,
Sudah djelas.,
Banbuan militer tidak boleh digunakan untuk hal-hal
jang tersebut dalam pasal 414 K.U.L.P,

Pasal 4 - 6,

Gunudah 4 Jela s,

Pasal T.

(1)~(3) Sudah djelas,

Ajat (4) Pendapat Penguasa Sipil tentang penghentian bantuan

militer dapat didasarkan atas usul Penguasa Militer
atau atas inisiatif sendiri,

“edana dan

end jagaan ketertiban dan lkeamanan
Penguasa Sipil bergak menggunakan Polisi legara dalam
daerahnja, Dalam urusan tehnis dan administratif tiap=
tiap Kepala Polisi tetap langsung ada dibawah pimpine

Ajat (5) Sedapat-dapatnja permintaan perpandjangan bantuan mi-

liter diadjukan dalam waktu jang pantas berhubung de=-

ngan pembuatan rentjana operasi dan logistik baru.

Pasal 8.



Ajat (1)
Ajat (2)

)

W

Ajat (

Ajat (1)
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Pasal 8,
Sudah djelas.
Sudah djelas.

Dalam urusan technis dan administratif tiap-tiap
Komandan Kesatuan Polisi dan tenaga Polisi tetap
langsung ada dibawah pimpinan Kepala Polisi jang
hierarchisch ada diatasnja.

Dengan nmengindahkan persamaan kepangkatan itu maka
dalam memperbantukan tenaga polisi kepada Komandan
Militer @leh pihak atasan dapat diatur demikian ru-
pa, sehingga tenaga Polisi itu lebih rendah pangkat-
nja dengan komandan militer jans bersanglkutan. De-
ngan djalan demikian terpelihara hubungan kekuasaan
serta kerdja sama Jjang baik,

Pasal 9.
Didaerah dimana bantuan militer dilaksanakan,jaitu
didaerah jang biasa disebut "daerah operasi mili-
ter", Penguasa Sipil tidak memegang lagi pimpinan
atas tindakan-tindakan pemulihan keamanan, akan te=
tapi pimpinan dan tanggung djawab dipegang oleh Ko=-
mandan Militer jang bersangkutan,

Setiap waktu Pemguasa Sipil dapat memegansg kembali
pimpinan pemulihan keamanan didaerah itu, djika me=-
nurut pendapatnja tudjuan bantuan militer telah ter-
tjapai didaerah itu sebagaimana tersebut dalam pa-
sal 7 ajat (4).

Ajat (2)=(3) Sudah djelas.

Pasal 10,

Pelaksanaan bantuan militer mendatangkan akibate-
akibat bagl penduduk, antara alin, penggeledahan
kampung-kampung, pecmbesl ahan barang-barang, pena-
hanan orang-orang, penembakan orang-orang jang ti-
dak memenuhi perintah militer jang sedang berdjasa

atau
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atau melakukan patroli.
Untuk mentjegah adanja korban-korban atau penderi-
taan Jjang tidak perlu karena kurang pengetahuan,ma-
ka penduduk perlu segera diberi tahu dan diberi pen-

i djelasan tentang adanja bantuan militer dan akibat-
akibatnja.

Pasal 11 dan 12,

Sudah djelas,

D O e e e

TANBAHAY LEMBARAN NEGARA To.733.




